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2.1 Tinjauan Umum Tentang PPN
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak vang dikenakan atas konsumsi Barang
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Pajak Pertambahan Nilai sebenarnya telah
lama dikenal walaupun berbagai nema. Ditinjau dari sejarahnya pajak penjualan
telah diterapkan di Eropa pada sbad pertengahan, seperti Belanda, Jerman,
Perancis, dan lain-lain.
Perancis sebagai negara pertama yang mengadopsi Pajak Pertambahan Nilai
(Value Added Tax/VAT) tahun 19%4 ditingkat pedagang besar yang akhirnya
diperluas sampai pada penyerahen barang yang dilakukan pada tingkat
pedz;gang eceran. Vietnam sebagei negara  dilingkungan Asia pertama‘
menerapkan VAT, yaitu tahun 1952, Kemudian ditkuti oleh negara Iain seperti
Korea tahun 1977, Cina tahun 1984, Sedangkan (ndonesia mencrapkan VAT
pada awal April 1985 bersamaan dengan negara lainnya yaitu Turki. Akhirnya

negara Asia lainnya menyusul yaitu india tahun 1986 dan Philipina tahun 1983.

{(Waluyo;Perpajakan Indonesiz;2604, 2003, 2002;337)

2.1.1 Dasar Hukum
Dasar hukum Pengenaan Pajak Periambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan Atas Barang Mewah sdalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000
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tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang can Jjasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah.

(Waluyo;Perpajakan Indonesiu; 204, 2003, 2002;337)

2.1.2 Karakteristik PPN

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Indoresia, dapat dirinci sebagai berikut :

A. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.
Karakter ini memberikan suata konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul
beban pajak (destinataris pajak) dengan penaggung jawab atas pembayaran
pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak
ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran
pajak ke kas negara adalah Pergusaha Kena Pajak. Oleh karena itu apabila
terjadi penyimpangan Pemungutan Pajek Pertambahan Nilai, Administrasi
Pajak (Fiskus) akan meminta pertanggung javaban kepada penjual Barang
Kena Pajak atan Pengusaha Jasa Kena Pajak tersebut, bukan kepada
pembeli, walaupun pembeli kemnungkinan juga berstatus sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
Sebagai Pajak Tidak Langsang, pengerdan Pajak Pertambaban Nilai dapat

dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut :
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l. Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu
pihak vang akan mergkonsumsi bareng atau jasa yang menjadi objek

pajak.
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Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas
- Negara tidak berada ditanggan pihak yang memikul beban pajak. Sudut’
pandang secara yuridis im roembawa konsekuensi filosofi bahwa dalam
Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atan penerima jasa telah membayar
pajak yang terutang kepada penjual ateu pengusaha jasa, pada hakikatnya

sama dengan telah membayar pajak tersebui ke kas Negara.

B. Pajak Objektif

Sebagai Pajak Objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar Pajak
Pertambahan Nila: ditenttﬁc;m‘ oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif
subjek pajak tidak ikut mensntukan. Pajag Pertambahan Nilal tidak
membedakan antara konsumen berupa orang dengan badan, antara
konsumen yang berpenghasilen tinggi dengan berpenghasiian rendah.
Sepanjang mereke mengkonsumsi baraag atau jasa darl jenis yang sama,

mereka diperlakukan sama.

C. Maulti Stage Tax
Multi Stage Tox adalah kerakierisik Pajak Pertambahan Nilai yang

dikenakan pada sstiap mate rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.
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Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai
mulai dari tingkat pabrikan (marpufaciurer) kemudian ditingkat pedagang
besar (wholesaler) dalam berbaga: bentuk atau nama sampai dengan tingkat

pedagang pengecer (refailer) dikenakan Fajak Pertambahan Nilai.

. PPN Terutang untuk Dibayar ke Kas Negara Dihitung Menggunakan
Indirect Subiraction Method, Credit Methed, Invoice Method.

PPN terutang yang wajib didayar ke kas negara merupakan hasil
perhitungan mengurangkan PPN vyang dibayar kepada PKP lain yang
dinamakan Pajak Masukan {impé fax) dengan PPN yang dipungut dari
pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (Outpus Tax).
Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (indirect
substraction method).

Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak
vang akan dibayar kekas negara ¢inamaken Tax Credit. Oleh karena itu pola
ini dinamakan juga metode pengkreditan (Credit Method). Untuk
mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang
terlibat dalam mekanisme ini diburuhkan suata dokunen penunjang sebagai
alat bukti. Dokumen ini dinamaxan Fakour Pajak (Tax Invoice), sehingga
metode ini dinamakan juga metode faktur (Jnvoice Method).

Sebagai konsekuensi penggunaan zredit method unt:% menghitung

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan
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Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan diwajibkan untak membuat Faktur Pajak sebagai bukti
pemungutan pajak. Di pihak lazs;, bagi pembeli, penerima jasa atau importir
merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan
dihitung jumlah pajak terutang dalam satu masa pajak yang wajib dibayar ke

kas negara.

Pajak Pertambahan Nilai adalzh Pajak atas Konsumsi Umum Dalam
Negeri.

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai
hanya dikenakan atas konsum:si Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak yang dilakukan di delani negeri. Oleh karena itu, komoditi impor
dikenakan Pajak Pertambahon Milai dengan presentase yang sama dengan
produk domestik. Sebagai pajak aias konsunsi sebenarnya tujuan akhir
Pajak Pertamabahan Nilai acalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk
konsumsi (¢ fax consump:icr cxpenditure) baik yang dilakukan oleh
perseorangan maupun olel badan baik badan swasta marpun badan
Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jesa vang dibebankan pada

anggaran belanja negara.
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F. Pajak Pertambahan Nilai Bersifai Netral.

Netralitas Pajak Pertambahan Milai (PPN} dibentuk oleh dua fakior yaitu :

1. PPN dikenakan baik atis konsumsi barang maupun jasa

2. Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan
(Destination Principle).

Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip

pemunguian, yaitu

1. Prinsip tempat asal (origin principle)
Mengandung pengertian bahwa PFN dipungut di tempat asal barang

atau jasa yang akan dikonsuwinsi.

b

Prinsip tempat tujuan (destination principle)

PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi.

Kedua prinsip ini sangat beser nengarahnya terhacap kedudukan PPN dalam
perdagangan international.

G. Tidak Menimbulkan Dampak Penggenaan Pajak Berganda.
Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era
UU Pajak Penjualan (PPn) 195: dapat dihindari sebanyak mungkin karena
Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambah saja. Keadaan ini
berbeda dengan situasi dalam: erz UL PPn 1951, yang dalam pelaksanaanya,
Pengusaha tidak diberi hak untuk memperoleh kembali PPn yang dibayar

atas perolehan bakan baku atau pembantu atau barang modal. Akibatnya,
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Pajak Penjualan veng terutang sepenuhnya merupakan hasil perkalian tariff
PPn dengan peredaran bruto.

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;19-25)

2.1.3 Pengertian Daerah Pabean

Dalam Pasal 1 angka 1 UU PPN 19864 dirumuskan bahwa
“ Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dar: ruang udara diatasnya serta tempat-tempat
tertentu di Zona Ekoncmi Eksklusif dan Landas Kontinen yang
didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 19935 tentang
Kepabean :

PPN/PPn BM dikenakan pajax aias barang atau jasa yang dikonsumsi di
dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, begitu juga atas impor BKP yang
juga merupakan Objek PPN karens ditujukan untuk konsumsi di Indonesia.
(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& [rwansyah Lubis,S.E.,M.5i;Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai;2006;12)

Makna terminologi Zena Ekoaomi Eksklusif dan Landas Kontinen dapat
dipahami dengan mengacu pada Jva Undang-undang, yaitu
a. UU Nomor 5 Tahun 1983 tertang Zona Ekonomi Exsklusif,

b. UU Nomor 4 Prp. Tahun 1969 tentang Perairan Indonesia.

Berdasar Pasal 2 UU Nomor 5 Teahun 1983 ditetapkan bahwa yang
dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif yaitu :

“ Zona Ekonomi Eksklusif adalah jalur di luar dan berbatasan dengan
laut wilayah Indonesia szbagaimana ditetapkan berdasarkan undang-
undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar

laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluas 200 (dua
ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia ™
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Sedangkan berdasar Pasal 1 UU Nomor 1 Tehun 1973 ditetapkan bahwa,

“ Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya
di luar wilayah perairan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-undeng Nomer 4 Prp. Tehun 1960 sampai kedalaman 200
meter atau lebih, dimans masih mungkin diselenggarakan eksplorasi
dan eksploitesi kekayaar: alam. Kemudian dalam pasal ayat (1) dan
Pasal 9 ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa untuk melaksanakan
eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam di landas
kontinen, dapat dibargun, dipelihara dan dipergunakan instansi-
instansi, kapal-kapal dan atau alat-alat lainnya dilandas kontinen
Indonesia yang dipergunsksan untuk eksplorasi dan  eksploitasi'
sumber-sumber kekayzan eslam tersebut dinyatakan sebagai daerah
Pabean Indoresia

Adapun pengertian wilayah parairan Indonesia diatur dalam Pasal 1 UU
Nomor 4 Prp Tahun 1960, antara lain ditetapkan bzhwa Perairan Indonesia
adalah laut wilayah Indonesia besesta perairan pedalaman Indonesia.

(Untung Sukardji;Pajak Pertambaban Nilais2005;112-113)

2.1.4 Mekanisme Pemungutan PPN

Penggenaan PPN atas nilai tambah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak. Nilai tambah ini-dimaksudkan adalah
selisth harga jual dar harga pokok barang tersebut. Selanjutnya berapakah
besarnya pajak yang terutang atss nilai tambah 7 Hal tersebut di!«;énai 3 (tiga)
metode :
1. Addition Methode

Pada metode ini bahwa PPN cihitung dari tariff kali seluruh penjumlahan

nilai tambah. Pada metode ini disyaratkan bahwa setiap Pengusaha Kena
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Pajak harus mempunyai pembukuan yang tertib dan rinei atas biaya yang

dikeluarkan.

o

Substraction Method.
Pada metode ini, PPN yang terujang dihitung dari tariff selisih antara harga
penjualan dengan harga pembelian

3. Credit Method.

Metode ini hampir sama dengan mretede butir 2 diatas. Pada credit method ini
harus mencari selisih antare pajak yanz dibayar saat pembelian dengan
pajak yang dipunggut saat penjualan.

(Waluyo;Perpajakan Indonesia;Salemba Empat Edisi Revisi Buku 2;2004,

2003, 2002;339-340)

2.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Kegiatan dibidang perdagangan yeng dikenekan PPN adalah orang atau badan
yang mengimpor BKP atau pengussha yang memiliki hubungan istimewa
dengan pabri_kan serta yang langsung mendistribusikan BKP produk pabrikan:
yaitu penyalur utama, agen utama, pemegang hak menggunakan merek dagang.
Penyerahan BKP oleh pedagang besar belum dikenakan PPN. Sedangkan objek
PPN dibidang jasa dibatasi hanyz jasa pemborong.

Dalam pasal 4 UU PPN Tahun 2000 disebutkan bahwa objek PPN dikenakan

atas ;
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a. Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) di dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha Keuna ajak

b. Import Barang Kena Pajak

¢. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabzan yang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajek 1idak berwujud dari luar Daerah Pabean di
dalam Daerah Pabean. Barang tidak berwujud sepe-ti : Merek Dagang, Hak
Paten dan Hak Cipta yang dilakuxan oleh siapa pun di dalam Daerah Pabean
juga dikenai Pajak Pertambahan Nilai,
Contoh : Pengusaba Al yang berkedodukan di Jakarta memperoleh hak
menggunakan merek yang dimilixi oleh pengusaha A yang berkedudukan di
Singapura. Atas pemanfaatar marek tersebut oleh pengusaha A di dalam .
daerah pabean terutang PPN.

e. Pemanfaatan JKP (Jasa Kera Fajak) dari luar Daerah Pabean di dalam
Daerah Pabean oleh siapa pur didenai Pajak Pertambahan Nilai.

f.  Ekspor Barang Kena Pajak (BKF) oleh Pengusaha Kena Pajak

2.2.1 Barang Kena Pajak
Dalam Pasal 1 huruf ¢ dan huruf 5 lama UU PPN 1984 sebelum 1 Januari 1995,
pengertian Barang Kena Pajak dirurnuskan sebagai berikut :

“’Barang Kena Pajak adalah »:rang berwujud yang menurut sifat atau
hukumnya dapat berupa baraag bergerak maupun barang tidak bergerak
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sebagai hasil proses pengolahan bararg (pabrikesi) yang dikenakan pajak
berdasarkan undang-undang ini”’

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 dan angke 2 UU PPN Tahun 1984,
pengertian Barang Kena Pajak dirumuskan sebagai berikut :
“Barang Kena Pajak adalah berang berwujud vang menurut sifat atau

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun
barang tidak berwujud yang cikenakan pajak berdasarkan Undang-undang

s ang
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Unsur Barang Kena Pajak dapat dirinci sebagai berikut :

a. Baran g berwujud atau barang tidak berwujud

b. Dikenakan pajak terdasar UJ FPN 1934

Pasal 1 huruf b UU PPN 1984 éitega.s%aan bahwa yang dimaksud dengan barang
tidak berwujud adalah antara lamn hak atas Merek Dagang, Hak Paten dan Hak
Cipta.

(Untung Sukardji;Pajak Pertamibahan Nilai;2005;64-65)

2.2.2 Penyerahan Barang Kena Pajak
Datam UU PPN 1984, pengertan penverahan Barang Kena Pajak (BKP)
mengalami perubahan yang cukup berarti sejalan dengan perluasan objek pajak
yang diatur dalam Pasal 4 UU PPN 1984.Perluasan dapat diketahui melalui
rumusan pengeriian psnyerahan Barang Kena Pajak yang diatur dalam Pasal 1A
ayat (1), sebagai berikut :

a. Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian
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Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu Perjanjian sewa beli dan
perjanjian leasing.

Penyerahan Barang Kena Pajai kepada pedagang perantara atau melalui
iuru lelang,

Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma.

Persediaan Barang Kena Pajek dan Aktiva vang menurut tgjuan semula
fidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran
perusahaan.

Penyerahan Barang Kena Paja< dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya
dan Penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang.

Penyerahan Barang Kena Paak secara konsinyasi.

Penyerahan Barang Kena Palak antar devisi atau antar unit dalam satu
perusahaan terpadu yang terletak dalarm wilayah Kantor Pelayanan Pajak
yang berbeda.

Sedangkan yang tidak termasui dalam pengertian penyerahan Barang

Kena Pajak yang diatur dalam Pasal 1A ayat (1), sebagai berilut :

a.

Penyerahan Barang Kena Palal kepada makelar sebagaimana dimaksud
dalam kitab Undang-undang Huaum Dagang.

Penyerahan Barang Kena Pajak uniuk jaminan utang piutang.

Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaeksud dalam ayat (1) huruf

f dalarn hal Pengusaha Kena Pajak memperoleh ijin pemusatan tempat pajak

terutang.
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Syarat—sy;arat penyerahan barang dikenai pajalc yaitu

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak

b. Barang tidak berwujud yang diserabkan merupakan Barang Kena Pajak
tidak berwujud

¢. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Jika salah satu prinsip dari empa: prinsip tidek terpenuhi, maka penyerahan

tersebut bukan merupakan objek pa’ak.

Syarat-syarat Penyerahan jasa teratang Pajak

a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak

b. Penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean

¢. Penyarahan dilakukan dalan: kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Termasuk pengeriian Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak
yang dimanfaatkan untuk kepentngan sendiri dan jasa Kena Pajak yang
diberikan secara Cuma-cumna.

(Gustian BDjuanda, S.E,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai;2006;16-17)

2.2.3 Jasa Kena Pajak
Berdasarkan Pasal 4 huruf ¢ jo Pasal 1 angka 14 dan angka 15 UU PPN 1984,
suatu kegiatan penyerahan jasa depat dikenakan PPN sepanjang memetiuhi

unsur-unsur:
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a. Penyerahan Jasa Kena Pajak
b. Didalam Daerah Pabean
c. Dalam kegiatan usaha atau pekerjazn
d. Penyerahan dilakukan oleh Pergusaha Kena Pajak
Berdasar UU Nomor 11 Tahun 1994, definsi tersebut berubah menjadi
sebagai berikut :

“ Jasa Kena Pajak adalah setinp kegiatan pelayanan berdasarkan suatu
perikatan atau perbuatan hukum yang menyebadkan suatu barang atau
fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa
yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan
dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak

berdasarkan undang-undang :ni ~’

(Untung Sukardji;Pajak Pertambzhan Nilai;2005;51-82)

2.2.4 Penyerahan Jasa Kena Pajak

Penyerahan Jasa Kena Pajak edalah setiap kegiatar pelayanan berdasarkan

suatu perikatan atau perbuatan hukum yang meryebabkan suata barang atau

fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia :

a. Untuk dipakai pihak lain dengaa maksud memperoleh penggant.ian sebagai
imbalan

b. Untuk dipakai pihak lain tinpa ada maksud memperoleh imbalan
(pemberian Jasa Kena Pajak dengan cuma-cuma)

c. Untuk kepentingan sendiri (petnakai sendiri Jasa K.ena Pajak)
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2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 Undang-undang PPN Tahun 2000 yang dalam kegiatan usaha atan
pekerjaannya menghasitkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang,
melakukan usaha perdagangan, mzmantaatkan barang tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah

Pabean.

2.3.1 Pengusaka Kena Pajak
Dari ketentuan yang mengatur tenseng objek PPN dalam Pasal 4, 16C dan 16D
UU PPN 1984 dapat diketahui bahwa subjex PPN dapat dikelompokkan
menjadi dua, yaitu :
a. Pengusaha Kena Pajak
Ketentuan yang mengatur bahwa subjek PPN harus Pengusaha Kena Pajak
adalah Pasal 4 huruf a, huruf ¢, dan huruf f serta Pasal 16D jo Pasal 1 angka
15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 Feraturan Pemerintahan Nomor 143 Tahun
2000.
Dari pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa ;
I. Yang melakukan penyerakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang dapat dikenakan PP adiiah Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4
huruf a dan huruf ¢ jo Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Pasal 2 ayat 1

PP Nomor 143 Tahun 2000).
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2. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah
Pengusaha Kena Pajak (Pasal 4 huraf £ UU PPN 1984).

3. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjualbelikan adalah Pengusaha Kena Pajek (Pasal 16D UU PPN
1984).

4, Bentuk kerja sama operasi vang apabile menyerahkan Barang Kena Pajak
dan atau jasa Kena Pajak dapat dikenakan FPN adalah Pengusaha Kena
Pajak (Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 143 Tahun 2900).

b. Bukan Pengusahz Kena Pajak
‘Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapt bukan Pengusaha\
Kena Pajak pun dapat menjadi subjek PPN sebaga:mana diatur dalam Pasal
4 huruf b, huruf d, dan hurut e serta pasal 16C UL PPN 1984, Berdasarkan
pasal-pasal ini dapat diketahui bahwa dapat dikenakan PPN :

I. Siapapun yang mengimpor Barang Kena Pajak (Pasal 4huruf b UU PPN
1984)

2. Siapapun yang memanfaatcan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan
atau Jasa Kena Pajak deri iuar daerah Pabean didalam Daerah Pabean
(Pasal 4 huruf d dan hurvfe UU PPN 1984)

3. Siapapun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan

atau pekerjaannya (Pasal 150 U] PPN 1984)




2.3.2 Pengusaha Kecil

Dalam Keputusan Menteri Keusngan yang baru ini diatur ketentuan baru

mengenai Pengusaha Kecil sebsgaimana diklarifikasi dalam Surat Edaran

Direktur Jenderal Pajak NMomor SE-33/Pj.51/2003 tanggal 31 Desember 2003,

sebagai berikut :

1. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP
dalam satu tahun buku mempe:cleh jurnlah peredaran bruto atau penerimaan
bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juia rupiah).

2. Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah
peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000.- maka pengusaha ini memenuhi
syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya
untuk dikukuhkan sebagai Pergusaha Kena Pajak sclambat-lambat pada
akhir bulan berikutnya.

3. Dalam hal kewajiban pelaporan usaha dimaksud dilaksanakan tidak tepat
waktu, maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya setelah akhir
bulan seharusnya kewajiban pataporan usaha dilakukan.

4. Dalam hal pengukuhan sebagai PKP dilakukan secara jabatan, maka saat
pengukuhan tetap pada awal bulan berikutnya setelah baias akhir bulan
seharusnya kewajiban pelaporan usaha cilakukan

Untung Sukardji;Pajak Pertambahan MNilai;2005;130-132)
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2.3.3 Hubungan Istimewa

Ketentuan tentang Hubungan Istimewa diatur dalam Pasal 2 UU PPN 1984,

sebagai berikut :

1. Pengusaha mempunyai penvertaan langsung atau tidak langsung sebesar

25% (dua puluh lima persen)

2. Hubungan antara pengusaha dengan penyeriaan 25% (dua puluh lima

persen) atau lebih dari pada dua pengusaha atau lebih. ‘

3. Hubungml antara dua Pengusaha atau Lebib modalnya 25% atau lebih
dipegang oleh satu Pengusaha,

4. Pengusaha yang satu menguasai Pengusaha lainnya atan dua atau lebih
Pengusaha berada dibawah penguasaan Pengusaha vang sama baik langsung
maupun tidak langsung.

5. Terdapat hubungan keluarge baik sedarah maupun semenda dalam garis
keturunan lurus satu derajat, dan/atau kesamping satu derajat.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PPA 1984 ditetapkan bahwa apabila
Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga
jual atau Penggantian dihitung ates daser harga pasar wajar pada saat
penyerahan Barang Kena Pujak a:au Jasa Kena Pajak di‘akukan.

(Untung Sukardji;Pajak Pertambshan Nilai;2005;130-133)




2.3.4 Kewajiban Pengusaha Kena Pajai

2.4.

Berdasarkan Pasal 3A ayat () Jndang-undang Pajak Pertambahan Nilai,
pengusaha yang melakukan Penverahan Barang Kena Pajak, Penyerahan
Baréng Kéna Pajak atau mengeksper .@mmng Kena Pajak (PKP), wajib : ‘
a. Memiliki Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKF)

b. Memungut Pajak Pertambahan IMilai (PPN) dan Pa'ak Penjualan atas barang

mewah (PPnBM) yang teruteng.

¢. Menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPIN) yang masih harus dibayar dalam

hal pajak keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan, serta menyetorkan 2PN yang terutang.
d. Melaporkan penghitungan Paial Pertambahan Nilai (PPW) dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewsah (PPnBM) yang terutang.

Saat, Tempat Pajak Terutang

Mengetahui penentuan saat terutang pajak Pengusaha Kena Pajak dalam
melaksanakan kewajiban membayar pajakhya adalaa sangat penting. Tanpa
mengetahui saat pajak terutang, tidek mungkin dapat ditentukan kapan PKP
harus memenuhi kewajiban pelunasan utang pajaknya. Penentuan saat pajak
terutang sangat erat kaitannya dengan penentuan saat timbulnya utang pajak.
(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis, 5. E.,M.Si;Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai; 2005557}
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2.4.1 Saat Terutang Pajak Pertamb:han MNilai

Saat terutang PPN Dberdasarkan Fesaturan Pemerintah RI Nomor 143 Tahun

2000 adalah sebagai berikut :

. Terutangnya Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang
menurut sifat atau hukumya berupa barang bergerak, terjadi pada saat
Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli
atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, ataa pada saat Barang Kena
Pajak tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.

2. Terutangnya Pajak atas Penyershen Barang Kena Pajak berwujud yang
menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat
penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak
tersebut, baik secara hukum atan secara nyata, kepacla pihak pembeli.

3. Terutangnya Pajak atas Penvershan BKP tidak berwujud oleh Pengusaha
Kena Pajak adalah pada saat vang terjadi lebih dahulu dari peristiwa-
peristiwa dibawah ini :

a. Saat harga penyerahan Barzag Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan
sebagai piutang oleh Penguseha Kena Pajak.

b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh
Pengusaha Kena pajak.

¢. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak ber_wujud_diterima

pembayarannya. baik sebagian atau seluruhnva oleh Pengusaha Kena

Pajak,atau
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d. Saat ditandatanganinya konirak atau perjanjian oleh Pengusaha Kena
Pajak, dalam hal saat scbagaimana dimaksud dalam huruf a sampai
dengan huruf ¢ tidak diketahui,

Terutangnya Pajak atas penyerahean Jasa Kena Pajak terjadi pada saat mulai

tersediannya fasilitas atan kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik

sebagian atau selurahnya.

Terutangnya Pajak atas Impor Barang Kena Pajak terjadi pada saat Barang

Kena Pajak tersebut dimasukkan kedalam Daerah Pabear.

. Terutangnya Pajak aias ekspor Burang Kepa Pajak terjadi pada saat Barang

Kena Pajak dikeluarkan dari Daeral Pabean.

Terutangnya Pajak atas aktiva vang menurul fjuan semula tidak untuk

diperjualbelikan dan atau perseciaan Barang Kena Pajak vang masih tersisa

pada saat pembubaran perusahaur terjadi pada saat :

a. Ditandatanganinya akie pembubaran oleh Notaris.

b. Berakhirnya jengka waktu berdirinya perseran yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar.

¢. Tanggal penetapan Pengadilan yang menyatakan perseroan dibubarkan.

d. Dikeiahuinya bahwa perusehaan tersebut nyata-nyata sudah tidak
melakukan kegiatan usaha atev sudah dibubarkan, berdasarkan hasil
pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.

Terutangnya Pajak atas penycrahan Barang Kena Pajak dalam rangka

perubahen bentuk usaha atau penggabungan usaha atau pemekaran usaha
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atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan
pihak yang berhak atas Barang Kena Pajak tersebut, terjadi pada saat

ditandatanganinya akte yang berkenaan oleh Notaris.

2.4.2 Tempat Pajak Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Tempat Pajak terutang atas penyeralizn Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena,

Pajak di dalam Daerah Pabean adalzh di tercpat tinggal atau tempat kedudukan

dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di ternpat Pengusaha dikukuhkan

atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena pajak. Tempat Pajak
terutang atas :
" a. Impor Barang Kena Pajak adalan ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan
kedalam Daerah Pabean,

b. Pemanfastan Barang Kena Pajai tidzk berwnjud dan atau Jasa Kena Pajak
dari luar daerah pabean adalab diteinpat tinggal orang pribadi atau tempat
kedudukan badan dalam hal oraug pribadi atau badan tersebut bukan sebagai
Wajib Pajak atau ditempat orsng pribadi atau Hadan terssbut terdaftar
sebagai Wajib Pajak.

¢. Kegiatan membangun sendii oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan
tidak dalam kegiaian usaha atza peketjaanya atau oleh bukan Pengusaha
Kena Pajak, adalah ditempat bamgunan tersebut didirikan.

(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai;2006;5%)
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2.5 Faktur Pajak
Pasal 1 huruf t UU PPN 1984 yeng dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 menjadi-
Pasal angka 23 merumuskan :
"* Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha
Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau
Penyerahan Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena Impor
Barang Kena Pajak yang digurakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.”
" (Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;219)
2.5.1 Dasar Hukum
Dasar hukum yang berkenaan dengan Faktur Pajak diatur dalam Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPrBM

{(Waluyo;Perpajakan Indonesiaz2 004, 2403, 2602:393)

2.5.2 Fungsi dan Kewajiban Membuat Faktur Pajak

Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 diteniukan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib

memnbuat Faktur Pajak dan/atan penverahan Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal | huruf t UU PPN

1934,

Faktur Pajak berfungsi sebagai :

a. Bukti punguian pajak bagi Fengusaha Kena Pajak vang menyerahkan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan bagi Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai.
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b. Bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau
penerima Jasa Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang mengimpor
Barang Kena Pajak.

¢. ‘Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

(Urtung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;220-221)

2.5.3 Jenis-jenis Faktur Pajak
Jenis Faktur Pajak berdasarkan UL PPM Takun 2000 adalah sebagai berikut
1. Faktur Pajak Standar
Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang dibuat sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN 2000
yaitu dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang
penyerahan Barang Kena ]&*aj%ai; atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang
meliputi :
a. Nama, alamat, Nomor Pokek Wajib Pajak yang menyerahkan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak,
b. Nama, alamat, dan Nonior Fokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena
Pajak atau Penzrima Jasa Kena Pajak,
¢. Jenis barang dan jasa, atau Hargs Jual atau Pengantia, dun potongan
harga,
d. Pajak Pertambahan Nilai yarg dipungut,

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang cipungut,
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f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuzian Faktur Pajak
g. Nama, jabatan dan tands iangan vang berhak menandatangani Faktur
Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan
Faktur Pajak Gabungan acaizh Faktur Pajak Standar yang cara
penggunaannya diperkenankan kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang
memuat lebih dari satu transaksi dalam satu bulan takwim atas penyerahan
BKP/JKP (Barang Kena Pajekfasa Kena Pajak) kepada pembeli atau
penerima jasa yang sama, dan harus dibuat paling lambat pada akhir bulan
berikuinya setelah bulan terjadinva penyerahan BKP/JKP.
Faktur Pajak standar harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua
yaitu,
Lembar Ke-1 : uniuk pembeli BEP atau penerima JKP sebagai bukti Pajak

Masukan
Lembar Ke-2 : uniuk PK? yang menesbitkan Faktur Pajak swandur sebagai
bukti Pajak Keluaran.

3. Faktur Pajak Sederhana
Faktur Pajak Sederhana adalsh dokumen yang disamakan fungsinya dengan
Faktur Pajak, yang diterbitker: oleh PKP yang melakukan penyerahan
BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir, atau
kepada pembell atau penerima jasa vang tidak diketahui identitasnya secara

lengkap.

e




35

Faktur Pajak Sederhana sekurang-kurangnya harus memuat:
1. Nama, alamat usaha, NPWP serta nomor dan tanggal Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP,

b

Jenis dan kuantum BKP/JK vang diserahkan,

3. Jumlah harga jual atau perggantian yang sudah termasuk Pajak atau
besarnya Pajak dicantumian secara ferpisah,

4. Tanggal pembuatan Faktur Paiak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi

cash register, karcis, kuitansi, vang dipakai sebagai bukii penyerahan atau

pembayaran atas penyerahan BKP/JKP oleh PKP yang bersangkutan

Faktur Pajak Sederhana harus dibuat pada saat penyerahan BKP/JKP atau

pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan

BEP/IKP.

Faktur Pajak Standar yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur

Pajak Sederhana.

Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli BKP/penerima

JKP sebagai dasar antuk pengkreditan Pajak Masukan.

Faktur Pajak Sederhana dibuat minimal rangkap dua,

. Dokuman-dokumen Tertenta yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak

Standar

Dokumen-dokuman tertenti: dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak

Standar sepanjang dokumen tersebut meruat sekurang-kurangnya:
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Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen
Naimna, alamat, NPWP penerima dokumen.
Jumlah satuan apabila ada.

Dasap Pengenaan Pajak

Jumlah Pajak terutang,.

Deokumen-dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah:

1.

i\)

h

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Sctcran Pejak
dan atau bukti pemungutan pajek oleh Ditjen.Bea dan ‘cukai untuk
impor barang kena pajak.

Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan ole
BULOG/DOLOG untuk peavaluran tzpung terigu.

Paktur Nota Bon Penycrzhan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh
Pertamina untuk penyerahan BEBM dan atau bukan BEM.

Tanda pembayaran atau kuitensi untuk penyerahan jasa telekomunikasi.
Tiket atau Tagiban Swwst Muatan Udara (Airway Bill) yang
dibuat/dikeluarkan untuk peryerahan jasa angkutan udara dalam negeri.
Surat Setoran Pajak uniuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP

tidak berwujud atau JKP dar: luar daerah pabean didalam daerah pabean.
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7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiatmuat oleh Pejabat
yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukal yang dilampiri
invoice yang merupakan setu kesatnan yang tak terp.ahian dengan
Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut.

(Gustian Djuanda, S.E,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,M.5i;Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai;2006;74-78)

2.5.4 Larangan Membuat Faktur Pajal
Pasal 14 UU PPN 2000 Pengusahs vang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak, dilarang membuat Fakiur Pajak. Larangan membuat Faktur Pajak
bagi pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PXP, dimaksudkan untuk
melindungi pembeli dari pemungutan pajak yang tidak semestinya.

Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka pengusaha dimaksud wajib
menyetor pajak yang tercantum dalem Faktur Pajak ke Kas Negara dan terhadap
pengusaha yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda administrasi
sebesar 2 % dari Dasar Pengenaan Fajak.

(Gustian Djuanda, S.E,MM.& Irwansyah ELubis,S.E.,M.5i;Pelaporan

3

Pajak Pertambahan Nilai;2000;8Y)
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Dalam Pasal 14 UU PPN 16&4 diatur larangan membuat Faktur Pajak
sebagai bertkut :
a. Pengusaha yang tidek dikukubkan sebagai PKP dilarang membuat Faktur
Pajak
b. Dalam hal Faktur Pajak telab: dibuat, maka Pengusaha dimaksud wajib
menyetor pajak yang tercanium dalam Faktur Pajak ke Kas Negara.
2.5.5 Sanksi
Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e dan ayat (4) UU KUP ditetapkan bahwa
Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat Faktur Pajak
atau Pengusaha yang telah dikakunkan sebagai PEP tetapi tidak membuat
Faktur Pajek atau membuat Fakiur Pajak tetapi fidak tepat waktu atau tidak
mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi
sebesar 2% (Dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak dan denda Rp 50.000

perbulan atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN,

(Untung Sukardji;Pajak Pertambabhan Nilai;2005;254)

2.6 Dasar Pengenaan Pajak

2.6.ﬂ1 Dasar Hukum
Pada tanggal 31 Mei 2002 teiah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 252/KMEK.03/2002 dan Nomor 253/KMK.03/2002 yang mulai berlaku
pada tanggal 1 juni 2002 yang mengatur mekanisme pengenaan PPN atas

penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP Pedagang Eceran. Sedangkan yang
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berkenaan dengan membangun sendiri yang dilakuken oleh orang pribadi atau
badan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanaya diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 554/EME.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang
kemudian diubah dengan  Kepuiusan  Menteri Keuangan  Nomor
320/KMK.03/2002 tanggal 2002 tanggal 28 juni 2002.

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;263-264)

2.6.2 Klasifikasi Dasar Pengenaan Pajak
Dalam Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa Dasar Pengenaan
Pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Imper. Nilai Ekspor, dan Nilai Lain*
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan vang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung pajak yang terutarg, Adapun pengertian masing-masing Dasar
Pangenaan Pajak tersebut dapat <isimak uraian dibawah ini :
1. Harga Jual
Harga Jual adalah Nilai berupa vang termasuk semua biaya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pernjual karena penyerahan Barang Kena
Pajek, tidak termasuk Pajak Periambahan Nilai yang dipungut menurut
Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicaniumkan dalam
Faktur Pajak.
(Menurut Pasal 1 angkal8 UL] 2PN 1984)

Contoh :
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PT Sumilr menyerahkan beberapa unit AC dengan harga yang dirinci

sebagai berikut :

- Harga AC

- Biaya Pengiriman
- Biaya Pemasangan

Jumlah yang dibayar

Rp. 120.000.000,-
Rp. 3.000.000,-

Rp. 10.000.000,-

Rp. 115.000.000,- ‘

Dasar Pengenaan Pajak adalzh Rp. 115.000.000,-

. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, iermasuk semua biaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa Kena

Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang Pajak

Pertambahan Nilai 1984 dar potongan harga yang dicaniumkan dalam

Faktur pajak.

Adapun yang termasuk dalam pengeriian biaya yang merupakan unsur

Harga Jual atau Penggantian schubungen dengan penyerahan BKP atau

JKP, antara lain adalah

- Biaya pengangkutan
- Biaya asuransi

- Biaya bantuan teknik
- Biaya pemeliharaan

- Biaya pengiriman

- Biaya garansi
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Faktor yang menentukan adalah kaitan antara tersebut dengan penyerahan
éarang kena Pajak atau Jasa Hena Pajak. Apabila biaya-biaya itu tidak‘
dibayar sebagaimana yang tclah disepakati dalam perjanjian, akan
menghambat kelancaran penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak.
Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, ditetapkan
bahwa dalam hal Harga Jual/Perggantian mengunakan valuta asing, nilai
konversi yang digunakan adalah Nilai Konversi menurut Keputusan Menteri
Keuangan pada saat pembuatar Fakiur Pajak. Tetapi apabila berkenaan
dengan penyerahan kepada Pencungut PPN, maka nilai konversi menurut
konversi menurut Keputusan Menteri Keuvangan pada saat pembayaran.

3. Nilai Impor
Pasal 1 angka 20 UU PPN 1984 memberikan batasan tentang Nilai impor
sebagal Dasar Pengenaan Pajak adalah niai berups uang vang menjadi dasar
penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya vang dikenakan
berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk
impor Barang Kena pajak, tidak termasuk Pzjak Pertambahan Nilai yang
dipungut menurut Undang-urdang Puajak Pertambahan Nilai 1084,
Contoh :
PT Variasi mengimpor sejumlah radio tape mobil dari Jepang dengan Harga
Impor (CIF) USD 100.000. Terutang Bea Masuk 50%. Nilai kurs USD 1 =

Rp. 5000,-
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Dasar Penggenaan Pajak nntuk menghitung PPN dan PPnBM yang terutang

adalah Nilai Impor yang dihiturg sebagai berikut :

CI¥ = USD 100.000,00 = 190.000,00 x Rp. 5000
Bea Masuk = 50% x Rp.500.000.000,-
Nilai impor

4, WNilai Ekspor
Nilai Fkspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak dirumuskan dalam Pasal 1
angka 26 UU PPN 1984 sebaggi nilai berupa uang, termasuk semua biaya
yang diminta atau yang seharusmiya diminta ofeh eksportir.

5. Nilai Lain
UU PPN 1984 tidak memberikan rumusan otentik fentang pengertian Nilai
Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Meskipun demikian, berdasarkan
ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Nilai
Lain adalah suatu nilai berupa uang vang digunakan sebagai Dasar
Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pzjak atau Jasa Kena Pajak
yang memenuhi kriteria.

(Untung Sukardji;Pajak Periambahan Wilai;2005;264-268)

2.7 Tarif Pajak Pertarnbahan Nilai
Pajak Keluaran adalah PPN Teruang yang wajib dipungut oleh PKP yang
melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau ekspor Barang Kena

Pajak.
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Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaita

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai [0 %

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku atas penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau penyerzhan Jass Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga
mudah dalam pelaksaneannya can tidak memerlukan daftar penggolongan
jasa dengan iarif yang berbeda sehagaimana berlaku pada Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai aias cksper Barang Kena Pajak sebesar 0 %
Barang Kena Pajak yang dickszor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean,
dikenakan Pajak Pertambahan Milai dengan <ariff 0 %. Pengenaan tarif 0 %
bukan berarti pembebasan dari engenamm Pajak Pertambahan Nilai. Dengan
demikian, Pajak Masukan vang telah dibayar deri barang yang diekspor
tetap dapat dikreditkan.

(Waluyo;Perpajakan Indonesia: 28:14, 2003, 2002;343-349)

2.8 Pengkreditan Pajak Masukan.
Prinsip dasar Pengkreditan Pajak “iasukan sebagaimana diatur dalam Pasal 9
UU PPN 1984 prinsip dasar pengireditan Pajak Masukan dapat dirinci secara
paris besar sebagai berikut :
1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan denga Pajak Keluaran

untuk masa pajak yang sama (Fasal 2 ayat 2)
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2. Dalam hal belum ada Pajak Eeluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak

Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)

Ll

Apabila dalam suatu Masa Fajak, jumiah Pajak Keluaran lebih besar dari

pada jumlah Pajak Masukan, maka selisibnya merupakan Pajak

Pertambahan Nilai yang wajub dibavar oleh Pengusaha Kena Pajak.(Pasal 9

ayat 3).

4. Apabila dalam suatu Masa Palek. jumlah Pajak Masukan lebih besar
daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan
Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa
Pajak selanjutiya. (Pasal 9 ayal 4)

5. Pajak Masukan yang dapai dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk
peroleban Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan
langsung dengan kegiatan ussha melakukan Penyerahan Kena Pajak
berikutnya (Pasal 9 ayat 4)

6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan

penyerahan kena pajak, dalarn hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan

Pajak Masukan tersebut tidak capat dikraditkan. (Pasal 9 ayat 8§ dan Pasal

16B ayat 3)

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilai;2005;2706-277)
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2.8.1 Dasar Hﬁkum
Ketentuan tentang pengkreditan Pajok Masukan diatur dalam perubahan kedua
terhadap UU Nomor 8 Tahun 1933 yang dilakukan dengan UU Nomor 18
Tahun 2000, dasar hukum pengkreditan Pajak Masukan juga mengalami
perubahan, vaitu disisipkan ayat bara dalam Pasal 9 yaitu ayat (2a), kemudian
Pasal 9 ayat (10), ayat (11), ayat {12;, dan ayat (14) dihapus. Perubahan berupa
pen} empurnaan terhadap Pasal 9 ayar {8) huruf ¢ UU PPN 1984,

Sedangkan sebagai pelaksaneaan Fasal 9 avat (6) UU PPN 1984 sejak 1
Janmuari 2001 diatar dalam  Kepuiusan Menteri  Kevangan Nomor
575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 sebagai perubahan terhadap
Keputusan Menteri Keuangan Nomcr 643/KME.04/ 1994 tanggal 29 Desember
1994, Demikian pula sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (7) UU PPN 1984, sejak
1 Januari 2001 distur dalam  Keputusan Menteri Keuangan Nomor
553/KMIK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 sebagai pengganti Keputusan
Menteri Keuvangan Nomor 594/KMK.04/1994. Sejak 1 Juni 2002 Keputusan
Menteri Keuangan ini diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
252/KMIK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002,

(Untung Sukardji;Pajak Pertambahan Nilais2005;276)

2.8.2 Pajak Masukan
Pajak Masukan adalah Pajak Perrambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar

oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau
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penerimaan Jasa Kena Pajak dan aiau Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak
berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean dan atau impor barang Kena Pajak.

Perolehan BEP oleh pembeli (FPKP) dari penjual PKP B, maka transaksi\
tersebut dibuat Faktur Pajak Stardar. besar Pajak Masukan adalah 10% x harga
beli atau perolehan.

(Gustian Djuanda, S.E,M.M.& frwansyah Lubis,S.E.,M.Si;Pelaporan Pajak

_Pertambahmn Nilai;2006;93)

2.8.3 Mekanisme Pengkreditan Pajak Viasukan

Mekanisme penggeseran PPN dilakuikan melalui pemungutan kembali PPN dari
berikutnya. Jika jumial: PPN yang dipunguinya lebih besar dari PPN yang telah
dibayar pada saat perolehanya, maka kelebihannya harus disetorkan ke Kas
Negara. Secara sederhana ia tidak lagi menanggung PPN. Dalam praktek
mekanisme ini sering disebut dengan mekanisme Indirect Subtraction Method
(PE.-PM).

Jika PK>PM, Maka selisihnya merupakan PPN yang masih harus dibayar
(Kurang Bayar).

Jika PK<PM, Maka selisihnya mervpakan kelebihan bayar (Lebik Bayar) PPN
yang bisa dikompensasikan dengan Masa Pajak berikutnya atau dimintakan

kembali (Restitusi).
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Ketentuan mengenai mekanisme penghkreditan Pajak Masukan diatur dalam
Pasal 9 UU Nomor 18 Tahun 20C0. Secara garis besar mekanisme Pengkreditan
Pajak Masukan tersebut adalah :

1. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang
sama.

2. Apabila terdapat Pajak Masuken vyang dapat dikreditkan tetapi belum
dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajakyang sama, dapat
dikreditkan pada Masa Pajak berikuinva, paling lambat 3 (Tiga) Bulan
setelah berakhirnya Masa Paex vang bersangkutan, sepanjang belum
dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

3. Jika dalam suatu Masa Pajak belum ada Pajak Keluaran, maka Pajak
Masukan tetap dapat dikreditkan.

Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila :

a. Memenuhi ketentuan material, yaitu
Pajak Masukan yang dibayerken atas perclehan BEF/JKP yang
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, vang meliputi kegiatan
produksi, manajemen, distribusi. dan pemasaran. Selain itu Pajak Masukan
juga mesti didukung bukti pengeluaran berupa Invoice dan Kuitansi
pembayaran yang menyatakan bahwa transaksi sudah dipungut PPN,

b. Memenuhi Ketenfuan Formal, yaiw :

Secara formal harus berbentuk Fakiur Pajak Stancar atau dokumen yang

diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, diisi selengkapnya dan tidak
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cacat. Meskipun PPN dikenakar pada setiap mata rantai jalur perusahaan,
pada prinsipnya tidak terjadi pemungutan pajak berganda, karena Pengusaha
Kena Pajak (Peniual) hanya wajib nienyetor sebesar selisih antara PK dan
PM sebagaimana dijelaskan diatas.
(Indonesian Tax Review;Tax Planning PPN;23-24)
2.8.4 Pajak Masukan Dapat Dikreditlan, Tetapi Belum Dikreditkan pada Masa
Pajak yang Sama
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak
Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak tidak
sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakkirnya Masa Pajak tidak sama
yang bersangkutan sepanjang belum dibebanken sebagai biaya dan belum
dilakukan pemeriksaan.
(Gustian Djuanda, S.E.M.M.& [rwansyah Lukis,S.E.,M.5i;Pelaporan

Pajak Pertambaban Nilai;2006:93]

2.8.5 Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan.
Harus memperhatikan ketenivan calam Pasal 9 ayat (8) UU PPN, yang
menentukan bahwa Pajak Masukaun tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran
untuk :
Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas :
1. Perolehan Barang Kena Pajak stau Jasa Kena Pzjak sebelum Pengusaha

dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak.
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Perolehan Barang Xena Pajak atau Jasa Kena Pajak vang tidak mempunyai
hubungar langsung dengan kegiztan uaszha.

Perolehan dan Pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon,
van, dan kombi, kecuali mervpakan barang dagangan atau disewakan.
?emanf‘aaian Barang Kena Pajck tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa
Kena Pa}ak dari luar daerah pabean sebelam Pengusaha Kena Pajak.
Perolehan Barvang Kena Pajok atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutan
pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana.

Perolehan Barang Kena Pajek a:au Jasa Kena Pajak yang faktur Pajaknya
tidak memenuhi Pasal 13 ayar (5* Perundang-undang PPN.

Faktur Pajak Standar atau faktur penjualan atav dokumen-dokumen tertentu
vang diperlukan sebagai Fakiur Pajak Standar yang pengisiannya tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar daerah peabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 UU PPN

Perolehan Barang Kena Pajak atsu Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak.

Perolehan Barang Kena Pajak atzu fasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya
tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, yang diketemukan dalam

pemeriksaan.
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T

11. Faktur Pajak Standar yang penglreditannya ielah melewatl tiga (3) Masa
Pajak sejak Faktur Pajak tersebut terbit.
(Gustian Djuanda, S.E.,M.M.& Irwansyah Lubis,S.E.,.M.5i;Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai;200695)

2.9 Pembayaran dan Pelaporan PPN

2.9.1 Batas Waktu Pembayaran PPN Terutang.
Batas Wakiu Pembayaran PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa
Pajak, Disetor paling Jambat tanggal 15 bulan takwin berikutnya setelah Masa
Pajak Berakhir.

2.9,2 Batas Waktu Pelaporan PPN Terutang
SPT Masa disampaikan paling lam>at 20 har: setelah Masa Pajak berakhir.

2.9.3 Sarana Pelaporan Pajak Pertambzhan Nilai
SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
untuk melaporkan dan memperianggungjawabkan penghitungan jumlah PPN
dan PPnBEM yang sebenarnya teruang dan sarana untuk melaporkan tentang
pengkreditan Pajak Masukan terhadep Pajak Keluaran dan untuk melaporkan
pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau

melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak.
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SPT lengkap adalah SPT vang semua elemen SPT Induk dan semua

lampiran disyaratkan vang telah diisi dan dilampirkan dengan lengkap serta

ditandatangani Wajib Pajak (WP) aiau kuasanya.

SPT tidak lengkap tidak dapat diter'ma dan harus dikembalikan kepada wajib

pajak untuk dilengkapi. SPT tidak lengkap adalah apabila :

a.

b.

Nama dan NPWP tidak dicanturnkan dalam SPT.

Unsur SPT Induk dan Lampiran tidak/kurang lengkap diisi.

SPT tidak ditandatanggani Wajib Pajak atau ditancatanggani Kuasa Wajib
Pajak, tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

SPT tidak atau kurang dilampiri dengan yang disyaratkan.

SPT Kurang Bayar tetapi tidek d:lampisi dengan SSP atau Surat Keputusan
Persetujuan Penundaan/Angsurar PPh Pasal 29.

Bentuk SPT Masa PPN Formulir 1193

1. Formulir 1195 - SPT Masa PPN Induk
2. Formulir 1195 Al - Daftar Pajak Keluaran
(Lampiran Pajak Keluatan 1) dan PPnBM
3. Formulir 1195 A2 - Daftar Pajak Keluaran
(Lamapiran Pajak Kelnaran I1} dan PPr2M yeng Tidak
Dipungut/Ditunda/
Ditangguhkan
Pemerintah
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4. Formulir 1195 A3 - Daftar Pajak Keluaran
(Lampiran Pajak Keluaran III} dan PPnBM kepada Pemungut PPN
5. Formulir 1195 Bl - Daftar Pajak Masukan
{Lampiran Pajak Masukan I} yang dapat dikreditkan
6. Formulir 1195 B2 - Daftar Pajak Masukan
(Lampiran Pajak Masukan II) PPnBM yang
memperoleh
pembayaran
pendahuluan
dari BAKEKSTA
keuangan
7. Formulir 1195 E3 - Hasil penghitungan
(Lampiran Pajak Masukan I11} kembali Pajak Masukan
(PM) yang welah
dikreditkan/Tidak
dipungut/Ditangguhkan
/Dibebaskan.
8. Formutlir 1195 B4 - Daftar Pajak Masukan
(Lampiran Pajak Masukan I'V) vang Tidak  Dapat

Dikreditkan
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9. Formulir 1195 BM - SPT Masa Pajak
Penjualan atas Baran'g

Mewah/induk.
(Gustian Djuanda, S.E,.M.M.& Irwansyah Labis,S.E.M.Si;Pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai;2006;61-67)
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